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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Media Massa

1. 
Pengertian Media Massa

a. 
Konsep Dasar Media Massa

Media massa merupakan sarana komunikasi yang dapat menjangkau massa dalam jumlah yang besar dan luas dengan karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk komunikasi lainnya. Onong Uchjana Effendy mendefinisikan media massa sebagai "alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi"
. Definisi ini menekankan bahwa media massa bukan sekadar alat penyebar informasi, tetapi juga agen yang aktif dalam proses sosialisasi dan pembentukan nilai-nilai dalam masyarakat. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk realitas sosial melalui seleksi, interpretasi, dan presentasi informasi yang disebarkan kepada khalayak luas.

Deddy Mulyana menyatakan bahwa media massa memiliki karakteristik khusus yaitu "kemampuan untuk menjangkau audiens yang besar, beragam, dan tersebar geografis secara bersamaan dalam waktu yang relatif singkat"
. Karakteristik ini menjadikan media massa sebagai instrumen yang sangat powerful dalam membentuk opini publik tentang berbagai isu sosial, termasuk isu tindak pidana narkotika. Kemampuan jangkauan yang luas ini memungkinkan media massa untuk menciptakan diskursus publik yang seragam tentang suatu isu dalam skala yang masif. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, budaya, dan sosial yang tinggi, peran media massa 

menjadi sangat strategis dalam menciptakan understanding yang relatif seragam tentang isu-isu nasional, termasuk masalah narkotika.

Jalaluddin Rakhmat mengembangkan pemahaman tentang media massa dengan menyatakan bahwa "media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat"
. Model ini relevan untuk memahami bagaimana media massa beroperasi dalam memberitakan kasus pengedar narkotika dan dampaknya terhadap persepsi publik. Karakteristik heterogen audiens media massa menunjukkan bahwa pesan yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok masyarakat yang berbeda, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya mereka. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika, di mana interpretasi dapat bervariasi antar segmen masyarakat.

Denis McQuail dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia memperluas pemahaman tentang media massa dengan mengembangkan konsep "ketergantungan media" yang menyatakan bahwa "dalam masyarakat modern yang kompleks, individu dan sistem sosial semakin bergantung pada media massa untuk memperoleh informasi dan memahami realitas sosial"
. Ketergantungan ini semakin meningkat ketika masyarakat menghadapi situasi yang tidak pasti atau mengancam, seperti isu-isu kriminalitas dan narkotika. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang cepat, ketergantungan pada media massa untuk memahami isu-isu kompleks seperti perdagangan narkotika menjadi semakin tinggi. Media massa menjadi jendela utama masyarakat untuk memahami fenomena yang tidak mereka alami secara langsung.

b. 
Karakteristik Khusus Media Massa

Hafied Cangara mengidentifikasi karakteristik khusus media massa yang membedakannya dari bentuk komunikasi lainnya, yaitu bersifat melembaga, bersifat satu arah, meluas dan serempak, menggunakan peralatan teknis, bersifat terbuka, dan mempunyai publik yang beragam
. Karakteristik melembaga menunjukkan bahwa media massa dikelola oleh organisasi yang terstruktur dengan pembagian kerja yang jelas dan memiliki aturan-aturan tertentu dalam operasionalnya. Struktur kelembagaan ini mempengaruhi cara media massa memproduksi dan menyebarkan informasi tentang pengedar narkotika, termasuk standar editorial, kebijakan redaksional, dan orientasi ideologis yang dianut organisasi media.

Sifat satu arah mengindikasikan bahwa dalam komunikasi massa tradisional, komunikator aktif memberikan pesan, sedangkan komunikan bersifat pasif sebagai penerima pesan. Meskipun demikian, dalam era digital, karakteristik ini mengalami perubahan signifikan dengan adanya interaktivitas yang memungkinkan feedback dari audiens
. Perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam pemberitaan pengedar narkotika, di mana audiens dapat memberikan respons, komentar, dan bahkan memproduksi konten tandingan yang dapat mempengaruhi narasi dominan yang dikonstruksi media mainstream. Hal ini menciptakan kompleksitas baru dalam pembentukan persepsi publik, karena tidak lagi hanya ditentukan oleh media massa tradisional tetapi juga oleh partisipasi aktif audiens.

Sifat meluas dan serempak menunjukkan kemampuan media massa untuk menjangkau wilayah geografis yang luas dan menyampaikan pesan kepada khalayak dalam waktu yang bersamaan. Dalam konteks pemberitaan kasus pengedar narkotika, karakteristik ini memungkinkan pembentukan persepsi publik yang relatif seragam di berbagai wilayah Indonesia dalam waktu yang singkat. Namun, kemampuan ini juga dapat menciptakan risiko penyebaran misinformasi atau pembingkaian yang bias secara masif, yang dapat mempengaruhi keadilan proses peradilan dan kebijakan publik.

Penggunaan peralatan teknis menunjukkan bahwa media massa memerlukan teknologi untuk memproduksi dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap media massa secara fundamental, menciptakan konvergensi media yang memungkinkan integrasi teks, audio, dan visual dalam satu platform
. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, kemajuan teknologi memungkinkan penyajian informasi yang lebih vivid dan engaging, tetapi juga menciptakan tantangan dalam hal verifikasi dan kualitas informasi.

c. 
Evolusi Konsep Media Massa

Ashadi Siregar menganalisis evolusi konsep media massa dari perspektif sejarah komunikasi di Indonesia, yang menunjukkan perubahan dari konsep media massa tradisional menuju media massa digital
. Pada era tradisional, media massa didominasi oleh media cetak dan elektronik dengan karakteristik one-to-many communication yang jelas. Media berperan sebagai gatekeeper yang menentukan informasi apa yang layak dikonsumsi publik. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, era tradisional ditandai dengan kontrol editorial yang ketat dan pembingkaian yang relatif seragam sesuai dengan kebijakan redaksional masing-masing media.

Era digital menghadirkan karakteristik baru berupa interaktivitas, personalisasi, dan konvergensi media yang mengubah relasi antara media dan audiens
. Perubahan ini menciptakan demokratisasi produksi dan distribusi informasi, di mana tidak hanya media mainstream yang dapat membentuk diskursus publik tentang pengedar narkotika. Citizen journalism, blog, dan media sosial memungkinkan suara-suara alternatif untuk berkontribusi dalam pembentukan persepsi publik. Namun, demokratisasi ini juga menciptakan tantangan baru berupa fragmentasi informasi dan echo chamber yang dapat memperkuat bias dan prasangka tertentu.

Perubahan ini mempengaruhi cara media massa beroperasi dalam memberitakan isu-isu sosial, termasuk kasus pengedar narkotika. Media digital memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan interaktif, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam hal verifikasi informasi dan kontrol kualitas konten
. Kecepatan penyebaran informasi di era digital seringkali mengorbankan akurasi dan kedalaman analisis, yang dapat mempengaruhi kualitas pembentukan persepsi publik tentang isu-isu kompleks seperti perdagangan narkotika.

2. 
Fungsi Media Massa

a. 
Fungsi Utama Media Massa

Wilbur Schramm dalam terjemahan karyanya mengidentifikasi fungsi utama media massa yang meliputi pengawasan lingkungan (surveillance), menghubungkan bagian-bagian masyarakat (correlation), transmisi warisan budaya (cultural transmission), dan hiburan (entertainment)
. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, fungsi pengawasan dan korelasi menjadi sangat dominan dalam membentuk persepsi publik. Fungsi-fungsi ini tidak beroperasi secara terpisah tetapi saling berinteraksi dalam menciptakan dampak komprehensif terhadap masyarakat.

Fungsi pengawasan berkaitan dengan peran media sebagai "anjing penjaga" (watchdog) yang mengawasi dan melaporkan peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat. Dalam konteks pengedar narkotika, media berperan mengawasi dan melaporkan aktivitas penegakan hukum, proses peradilan, dan perkembangan kasus-kasus narkotika. Fungsi ini sangat vital karena memberikan informasi kepada masyarakat tentang ancaman dan bahaya yang ada di lingkungan mereka
. Media massa menjadi mata dan telinga masyarakat untuk memantau perkembangan isu-isu yang tidak dapat mereka akses secara langsung. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, media tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga menginterpretasikan signifikansi dari peristiwa yang dilaporkan.

Namun, fungsi pengawasan media massa dalam konteks pengedar narkotika juga menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. Akses informasi yang terbatas, tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan media
. Selain itu, dalam era digital, fungsi pengawasan tidak lagi menjadi monopoli media massa tradisional tetapi juga dilakukan oleh citizen journalist dan aktivis digital yang dapat memberikan perspektif alternatif atau bahkan mengungkap informasi yang terlewat oleh media mainstream.

Dalam menjalankan fungsi korelasi, media massa berperan sebagai interpreter yang menghubungkan berbagai informasi dan peristiwa menjadi narasi yang koheren dan mudah dipahami oleh masyarakat
. Proses interpretasi ini tidak netral tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti orientasi ideologis media, kebijakan editorial, tekanan komersial, dan agenda politik. Dalam konteks pengedar narkotika, cara media melakukan korelasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang penyebab masalah, karakteristik pelaku, dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

b. 
Fungsi Mobilisasi dan Transformasi Sosial

Alo Liliweri menambahkan fungsi lain dari media massa yaitu fungsi mobilisasi, yang berkaitan dengan kemampuan media untuk menggerakkan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu
. Dalam konteks narkotika, media dapat memobilisasi dukungan publik untuk program-program pencegahan narkotika atau kebijakan penegakan hukum yang lebih keras. Fungsi mobilisasi ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan demokratis di Indonesia, di mana partisipasi publik merupakan elemen krusial dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

Media massa memiliki kemampuan untuk menciptakan sense of urgency dan collective action yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif terkait penanganan narkotika
. Melalui kampanye informasi, edukasi, dan komunikasi, media dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu narkotika. Namun, fungsi mobilisasi ini juga dapat menimbulkan efek negatif jika tidak dilakukan secara hati-hati, seperti penciptaan moral panic atau vigilantisme yang dapat merugikan proses peradilan yang fair.

Astrid Susanto mengembangkan konsep fungsi transformasi sosial media massa, yaitu kemampuan media untuk mendorong perubahan sosial melalui penyebaran ide-ide baru dan pembentukan kesadaran kritis masyarakat
. Dalam konteks pengedar narkotika, fungsi ini dapat diwujudkan melalui kampanye edukasi yang mengubah persepsi masyarakat tentang narkotika dari sekadar masalah kriminal menjadi masalah kesehatan publik yang memerlukan pendekatan komprehensif. Media massa dapat berperan dalam mengubah stigma negatif terhadap pengguna narkotika dan mempromosikan pendekatan rehabilitatif daripada purely punitive.

Fungsi transformasi sosial media massa juga melibatkan peran dalam mengubah struktur dan pola relasi sosial dalam masyarakat
. Dalam konteks penanganan narkotika, media dapat mempengaruhi hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, antara keluarga dengan anggota keluarga yang terlibat narkotika, dan antara komunitas dengan individu yang memiliki riwayat terkait narkotika. Transformasi ini dapat bersifat positif jika mendorong toleransi dan reintegrasi sosial, tetapi dapat juga bersifat negatif jika memperkuat stigmatisasi dan eksklusi sosial.

c. 
Fungsi Kontrol Sosial dan Pembentukan Agenda

Dedy N. Hidayat menganalisis fungsi kontrol sosial media massa dalam konteks demokratisasi Indonesia
. Fungsi ini melibatkan peran media dalam mengawasi kinerja pemerintah dan institusi publik, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penanganan narkotika, media dapat berperan dalam mengontrol efektivitas kebijakan dan praktik penegakan hukum, termasuk mengungkap kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat upaya pemberantasan narkotika.

Media massa memiliki kekuatan untuk mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan publik terkait narkotika, termasuk efektivitas strategi penegakan hukum, alokasi anggaran, dan koordinasi antar lembaga
. Melalui investigative journalism, media dapat mengungkap praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik dan mendorong akuntabilitas institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam penanganan narkotika. Fungsi kontrol sosial ini sangat penting dalam menjaga checks and balances dalam sistem demokratis dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar melayani kepentingan masyarakat.

Fungsi pembentukan agenda (agenda setting) menunjukkan kemampuan media untuk menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat
. Media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga menentukan prioritas perhatian publik melalui intensitas, prominence, dan framing pemberitaan. Dalam konteks pengedar narkotika, media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang tingkat ancaman dan urgensi penanganan masalah narkotika dibandingkan dengan isu-isu sosial lainnya seperti kemiskinan, pendidikan, atau kesehatan.

Proses agenda setting dalam pemberitaan narkotika melibatkan seleksi dan prioritas yang dapat mempengaruhi alokasi perhatian dan sumber daya publik
. Media yang memberikan perhatian intensif pada kasus-kasus penangkapan pengedar narkotika dapat menciptakan persepsi bahwa masalah narkotika merupakan prioritas utama yang memerlukan respons segera. Sebaliknya, kurangnya perhatian media pada aspek pencegahan dan rehabilitasi dapat mengakibatkan terabaikannya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan masalah narkotika.

3. 
Jenis-jenis Media Massa

a. 
Klasifikasi Tradisional Media Massa

Media massa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan teknologi dan karakteristik penyebarannya. Klasifikasi tradisional membedakan antara media cetak (surat kabar, majalah), media penyiaran (radio, televisi), dan media elektronik (internet, media sosial). Masing-masing jenis media memiliki karakteristik khusus dalam hal jangkauan, kecepatan penyebaran, tingkat interaktivitas, dan kapasitas untuk menyajikan informasi dalam berbagai format. Pemahaman tentang karakteristik masing-masing jenis media penting untuk menganalisis bagaimana berbagai platform media berkontribusi dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika.

Totok Djuroto menganalisis karakteristik media cetak yang meliputi permanensi informasi, detail dan kedalaman isi, serta fleksibilitas waktu konsumsi
. Media cetak memungkinkan pembaca untuk mengakses informasi kapan saja dan dapat melakukan pembacaan berulang untuk pemahaman yang lebih mendalam. Karakteristik permanensi informasi dalam media cetak memberikan keuntungan dalam hal verifiabilitas dan akuntabilitas, karena informasi yang telah diterbitkan dapat dirujuk kembali dan dievaluasi akurasinya. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, media cetak seringkali menyajikan analisis yang lebih komprehensif dan investigasi yang mendalam dibandingkan media lainnya.

Kedalaman isi yang dapat disajikan media cetak memungkinkan eksplorasi berbagai aspek kompleks dari isu perdagangan narkotika, termasuk analisis faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakangi, evaluasi efektivitas kebijakan, dan perspektif berbagai stakeholder
. Media cetak juga memiliki ruang yang lebih leluasa untuk menyajikan konteks historis dan perbandingan dengan negara lain, yang dapat membantu masyarakat memahami isu narkotika dalam perspektif yang lebih luas. Namun, media cetak juga memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan penyebaran informasi dan kemampuan untuk menjangkau segmen masyarakat tertentu, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan media digital.

b. 
Media Digital dan Konvergensi

Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya mengembangkan konsep "remediasi" yang menjelaskan bagaimana media baru mentransformasi dan mengintegrasikan karakteristik media lama
. Proses remediasi ini menciptakan bentuk-bentuk media hybrid yang mengombinasikan kelebihan berbagai platform media tradisional. Media online, misalnya, mengombinasikan kecepatan radio, visualitas televisi, dan kedalaman media cetak dalam satu platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, remediasi memungkinkan penyajian informasi yang lebih kaya dan multi-dimensional.

Proses remediasi juga mengubah cara audiens mengkonsumsi informasi tentang pengedar narkotika. Jika pada era media tradisional konsumsi informasi bersifat linear dan terjadwal, era digital memungkinkan konsumsi informasi yang bersifat non-linear, interaktif, dan personal. Audiens dapat memilih informasi yang ingin dikonsumsi, berinteraksi dengan konten melalui komentar dan sharing, serta mencari informasi tambahan melalui hyperlink dan search engine. Perubahan pola konsumsi ini mempengaruhi cara persepsi publik terbentuk, karena tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh agenda media tetapi juga oleh pilihan aktif audiens.

c. 
Media Sosial dan Karakteristiknya

Media sosial sebagai bagian dari media baru memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari media massa tradisional dan menciptakan dinamika baru dalam pembentukan persepsi publik. Rulli Nasrullah mengidentifikasi karakteristik media sosial meliputi: jaringan (network), informasi (information), arsip (archive), interaksi (interactivity), simulasi sosial (social simulation), dan konten buatan pengguna (user-generated content)³². Karakteristik-karakteristik ini menciptakan dinamika baru dalam pembentukan persepsi publik tentang pengedar narkotika yang berbeda secara fundamental dari era media massa tradisional.

Karakteristik jaringan menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan pembentukan hubungan sosial yang kompleks antara pengguna, yang dapat mempengaruhi penyebaran informasi dan pembentukan opini. Dalam konteks pemberitaan narkotika, jaringan sosial dapat mempercepat penyebaran informasi tetapi juga dapat menyebarkan misinformasi atau disinformasi. Struktur jaringan yang terbentuk dalam media sosial seringkali menciptakan echo chamber di mana pengguna hanya terpapar dengan informasi yang sejalan dengan kepercayaan mereka, yang dapat memperkuat bias dan prasangka tertentu tentang pengedar narkotika.

Algoritma yang digunakan platform media sosial untuk menentukan konten yang ditampilkan kepada pengguna juga mempengaruhi pembentukan persepsi publik. Algoritma ini seringkali memprioritaskan konten yang engagement-nya tinggi, yang dapat menguntungkan konten yang kontroversial atau sensasional daripada konten yang akurat dan berimbang. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, hal ini dapat mengakibatkan dominasi narasi yang ekstrem atau oversimplified yang tidak mencerminkan kompleksitas sebenarnya dari isu tersebut.

Karakteristik interaktivitas memungkinkan dialog dua arah antara pembuat konten dan audiens, serta antar sesama audiens, yang dapat meningkatkan engagement tetapi juga menciptakan polarisasi pendapat. Media sosial memberikan ruang bagi berbagai perspektif untuk diekspresikan, termasuk suara-suara yang mungkin tidak mendapat ruang dalam media mainstream. Dalam konteks pengedar narkotika, interaktivitas media sosial dapat memberikan kesempatan bagi mantan pengguna narkotika, keluarga korban, dan aktivis untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka, yang dapat memperkaya diskursus publik.

Namun, interaktivitas juga dapat menimbulkan tantangan berupa hate speech, cyberbullying, dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Dalam diskusi tentang pengedar narkotika, emosi yang tinggi dan stigma yang kuat dapat mengakibatkan diskusi yang tidak produktif dan bahkan merugikan proses keadilan. Platform media sosial menghadapi tantangan dalam memoderasi konten untuk mencegah penyalahgunaan sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi.
d. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

Media sosial memiliki banyak beberapa dampak positifnya seperti, sebagai tempat bertemu dan bersosialisasi agar orang tetap terhubung meskipun terpisah jarak dan waktu. Selain itu, media sosial dapat menjadi wadah untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan menambah wawasan melalui berbagai informasi edukatif. Media sosial juga berperan besar dalam membuka dan menjalankan bisnis karena memudahkan promosi serta membantu konsumen memperoleh informasi produk. Di sisi lain, media sosial dapat digunakan sebagai sarana berbagi informasi terbaru dan saling membantu, termasuk dalam upaya melawan kejahatan jika digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

Media sosial memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya memicu terjadinya cyberbullying yang dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis seseorang. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan sering mengganggu aktivitas lain seperti belajar sehingga menurunkan produktivitas. Terlalu sering berinteraksi secara virtual juga dapat membuat seseorang menjadi kurang ramah dan kesulitan menjalin hubungan di dunia nyata. Di sisi lain, meningkatnya kejahatan di dunia maya seperti penipuan dan penyalahgunaan akun palsu menuntut pengguna untuk lebih waspada dalam menggunakan media sosial.
4. 
Efek Media Massa

a. 
Evolusi Efek Media

Teori efek media massa telah mengalami evolusi yang signifikan dari paradigma awal yang menekankan efek langsung dan kuat (powerful effects) hingga paradigma kontemporer yang mengakui kompleksitas proses komunikasi dan variasi efek berdasarkan berbagai faktor mediating dan moderating. Evolusi ini mencerminkan perkembangan pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara media, pesan, dan audiens dalam konteks sosial yang dinamis.

Paradigma awal teori efek media, yang sering disebut sebagai "hypodermic needle theory" atau "magic bullet theory", mengasumsikan bahwa media memiliki efek langsung dan seragam terhadap audiens. Paradigma ini berkembang pada awal abad ke-20 ketika media massa mulai mengalami perkembangan pesat dan masyarakat belum memiliki literasi media yang memadai. Dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika, paradigma ini akan mengasumsikan bahwa pemberitaan media akan memiliki efek yang sama terhadap semua segmen masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan individual, sosial, dan kontekstual.

Namun, penelitian empiris yang dilakukan sejak pertengahan abad ke-20 menunjukkan bahwa efek media jauh lebih kompleks daripada yang diasumsikan oleh paradigma awal³⁸. Paul Lazarsfeld dan rekan-rekannya melalui penelitian tentang pemilihan umum menemukan bahwa efek media dimediasi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik individual, kelompok rujukan, dan konteks sosial. Temuan ini mengubah pemahaman tentang efek media dari paradigma powerful effects menuju limited effects, yang mengakui bahwa media hanya memiliki efek terbatas dan kondisional.

Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld dalam terjemahan karyanya mengembangkan teori "aliran komunikasi dua tahap" (two-step flow of communication) yang menunjukkan bahwa pengaruh media dimediasi oleh pemimpin opini dalam masyarakat. Teori ini menantang asumsi awal tentang efek langsung media massa dan menunjukkan pentingnya peran mediator dalam proses komunikasi massa. Dalam konteks persepsi publik tentang pengedar narkotika, teori ini menjelaskan bahwa pemimpin opini seperti tokoh masyarakat, akademisi, atau aktivis dapat memediasi pengaruh media terhadap persepsi masyarakat umum.

Pemimpin opini berperan sebagai filter informasi yang dapat memperkuat, melemahkan, atau bahkan mengubah pesan media sebelum sampai kepada masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia, pemimpin opini dapat berupa tokoh agama, pemimpin adat, aktivis LSM, atau influencer media sosial yang memiliki kredibilitas dan pengaruh dalam komunitas tertentu. Peran mereka dalam menginterpretasikan dan menyebarkan informasi tentang pengedar narkotika dapat sangat mempengaruhi pembentukan persepsi publik, terutama dalam komunitas yang memiliki tingkat literasi media yang terbatas.

b. 
Agenda Setting dan Framing

Maxwell McCombs dan Donald Shaw dalam penelitian mereka yang kemudian diadaptasi untuk konteks Indonesia mengembangkan teori agenda setting yang menunjukkan kemampuan media untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Teori ini tidak mengklaim bahwa media dapat menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat (what to think), tetapi media dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan masyarakat (what to think about). Dalam konteks pengedar narkotika, media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang tingkat ancaman dan prioritas penanganan masalah narkotika melalui intensitas dan prominence pemberitaan.

Proses agenda setting dalam konteks pemberitaan pengedar narkotika melibatkan beberapa level yang saling berinteraksi. Level pertama (first-level agenda setting) berkaitan dengan pemilihan isu atau objek yang akan mendapat perhatian media. Media dapat memilih untuk memberikan perhatian intensif pada kasus penangkapan pengedar narkotika tertentu sambil mengabaikan kasus lainnya, yang dapat menciptakan persepsi bahwa kasus yang diberitakan tersebut lebih penting atau representatif. Level kedua (second-level agenda setting) berkaitan dengan atribut atau aspek spesifik dari isu yang ditekankan media. Dalam pemberitaan pengedar narkotika, media dapat menekankan aspek tertentu seperti kekerasan, dampak pada anak-anak, atau kegagalan penegakan hukum.

Level ketiga (third-level agenda setting) atau network agenda setting melibatkan hubungan antar isu yang dikonstruksi media. Media dapat menghubungkan isu pengedar narkotika dengan isu lain seperti kemiskinan, korupsi, atau kegagalan pendidikan, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang akar masalah dan solusi yang tepat. Dalam konteks Indonesia, media seringkali menghubungkan isu narkotika dengan isu moral, agama, dan stabilitas sosial, yang dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap kebijakan tertentu.

Robert Entman mengembangkan teori framing yang menjelaskan bagaimana media membingkai realitas melalui seleksi dan penekanan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Framing melibatkan empat fungsi utama: mendefinisikan masalah (problem definition), mengidentifikasi penyebab (causal interpretation), membuat penilaian moral (moral evaluation), dan menyarankan solusi (treatment recommendation). Dalam pemberitaan pengedar narkotika, cara media melakukan framing dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang apakah pengedar narkotika harus diperlakukan sebagai kriminal yang jahat atau korban dari kondisi sosial-ekonomi yang buruk.

Problem definition dalam framing pengedar narkotika dapat bervariasi dari penekanan pada aspek kriminal, kesehatan publik, atau masalah sosial. Media yang mendefinisikan perdagangan narkotika sebagai masalah kriminal akan menekankan aspek pelanggaran hukum dan ancaman terhadap keamanan. Media yang mendefinisikannya sebagai masalah kesehatan publik akan menekankan aspek adiksi dan kebutuhan akan pengobatan. Media yang mendefinisikannya sebagai masalah sosial akan menekankan faktor kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya kesempatan.

Causal interpretation melibatkan penjelasan media tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengedar narkotika. Media dapat menekankan faktor individual seperti keserakahan atau lemahnya moral, faktor sosial seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan, atau faktor sistemik seperti korupsi dan kegagalan kebijakan. Pilihan penjelasan kausal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang tanggung jawab dan akuntabilitas dalam masalah narkotika.

B. 
Pengedar Narkotika

1. 
Pengertian dan Konsep Pengedar Narkotika

a. 
Definisi Hukum Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika merupakan terminologi yang merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas komersial narkotika ilegal dengan berbagai tingkatan dan kompleksitas operasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", yang memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk melindungi warga negara dari ancaman narkotika
. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"
.

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dengan menyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"
. Ketentuan konstitusional ini memberikan legitimasi bagi pembentukan undang-undang yang mengkriminalisasi aktivitas perdagangan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 mendefinisikan "Pecandu Narkotika" sebagai "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis"
. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit mendefinisikan pengedar narkotika, Pasal 114 mengatur berbagai bentuk aktivitas perdagangan narkotika yang mencakup "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika"
.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan tujuan pengaturan narkotika yaitu untuk "menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika"
.

b. 
Perspektif Teoretis dan Kriminologis

Siswanto Sunarso mendefinisikan pengedar narkotika sebagai "orang yang melakukan aktivitas komersial narkotika dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara yang melawan hukum dan mengancam keamanan serta kesehatan masyarakat"
. Definisi ini menekankan tiga aspek fundamental: aspek komersial sebagai motivasi utama, aspek ilegalitas yang bertentangan dengan hukum, dan aspek dampak sosial yang mengancam masyarakat.

Hari Sasangka memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan mendefinisikan pengedar narkotika sebagai "pelaku dalam jaringan distribusi narkotika yang berperan dalam memfasilitasi perpindahan narkotika dari produsen ke konsumen akhir melalui berbagai tingkatan dan mekanisme yang kompleks, dengan menggunakan struktur organisasi yang terencana dan sistematis"
. Definisi ini mengakui bahwa perdagangan narkotika merupakan sistem yang kompleks dengan berbagai tingkatan dan spesialisasi peran yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami dinamikanya.

Mien Rukmini mengklasifikasikan perdagangan narkotika sebagai "transaksi komersial dalam narkotika yang melibatkan kultivasi, manufaktur, distribusi, dan penjualan substansi yang dilarang oleh undang-undang nasional dan konvensi internasional, dengan karakteristik lintas batas wilayah dan melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir"
. Definisi ini menekankan dimensi transnasional dan terorganisir dari perdagangan narkotika modern yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang koordinatif dan komprehensif.

Adami Chazawi mengembangkan konsep pengedar narkotika dengan menekankan pada aspek gradasi keterlibatan, yaitu "individu yang terlibat dalam berbagai tingkatan aktivitas perdagangan narkotika, mulai dari pengedar tingkat jalanan hingga dalang intelektual, dengan tingkat tanggung jawab dan ancaman hukuman yang berbeda sesuai dengan peran dan dampak yang ditimbulkan"
. Konsep ini penting untuk memahami bahwa tidak semua pengedar narkotika memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang sama.

c. 
Karakteristik Khusus Pengedar Narkotika

Romli Atmasasmita mengidentifikasi karakteristik khusus perdagangan narkotika yang membedakannya dari kejahatan konvensional lainnya. Pertama, sifat transnasional yang melintasi batas-batas negara dan yurisdiksi hukum. Kedua, struktur organisasi yang hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas dan sistem perlindungan yang berlapis. Ketiga, penggunaan teknologi canggih dalam komunikasi, transportasi, dan penyamaran identitas. Keempat, korupsi sistematis terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah. Kelima, diversifikasi usaha ke bidang bisnis legal sebagai sarana pencucian uang
.

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa perdagangan narkotika bukan sekadar kejahatan biasa tetapi merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan mengancam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

2. 
Tipologi dan Klasifikasi Pengedar Narkotika

a. 
Klasifikasi Berdasarkan Skala Operasi

Muladi mengembangkan tipologi pengedar narkotika berdasarkan skala operasi yang mencerminkan tingkat keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan. Pengedar tingkat tinggi (high-level dealers) beroperasi dalam skala nasional atau internasional dengan mengendalikan rantai pasokan dari sumber hingga distribusi regional. Mereka biasanya tidak terlibat langsung dalam transaksi dengan pengguna akhir tetapi berperan sebagai koordinator dan pemimpin jaringan
.

Pengedar tingkat menengah (mid-level dealers) beroperasi dalam skala regional atau kota dengan peran sebagai penghubung antara pengedar tingkat tinggi dengan pengedar tingkat jalanan. Mereka bertanggung jawab untuk pembagian narkotika dalam kuantitas yang lebih kecil dan distribusi ke berbagai wilayah operasional
. Pengedar tingkat jalanan (street-level dealers) beroperasi dalam skala lokal atau lingkungan dengan kontak langsung dengan pengguna akhir. Mereka memiliki risiko penangkapan yang paling tinggi tetapi keuntungan yang relatif kecil dibandingkan pengedar tingkat atas
.

b. 
Klasifikasi Berdasarkan Peran dalam Jaringan Distribusi

Romli Atmasasmita mengembangkan tipologi berdasarkan peran dalam jaringan distribusi yang mencerminkan spesialisasi fungsi dalam perdagangan narkotika. Importir bertanggung jawab membawa narkotika dari negara produsen ke negara tujuan dengan menggunakan berbagai modus operandi dan jalur penyelundupan. Mereka biasanya memiliki koneksi internasional dan sumber daya finansial yang besar
.

Distributor grosir mendistribusikan narkotika dalam jumlah besar kepada distributor regional dengan sistem pembayaran yang kompleks dan mekanisme perlindungan yang berlapis. Distributor eceran menjual narkotika kepada pengguna akhir atau pengedar yang lebih kecil dengan fokus pada efisiensi transaksi dan minimalisasi risiko. Pengedar-pengguna (user-dealers) menjual narkotika untuk mendukung konsumsi pribadi mereka, seringkali dengan motivasi ekonomi yang terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumsi
.

c. 
Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Komitmen

Adami Chazawi mengembangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen terhadap perdagangan narkotika yang mencerminkan orientasi jangka panjang pelaku. Pengedar sesekali (occasional dealers) terlibat secara sporadis dengan motivasi ekonomi jangka pendek, biasanya dalam situasi darurat finansial atau kesempatan yang muncul secara kebetulan
.

Pengedar rutin (regular dealers) menjadikan perdagangan sebagai aktivitas regular dengan sistem operasional yang terencana dan pelanggan yang tetap. Mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar dan risiko yang terlibat. Pengedar karier (career dealers) menjadikan perdagangan sebagai profesi utama dengan investasi jangka panjang dalam pengembangan jaringan, teknologi, dan sistem perlindungan.

d. 
Klasifikasi Berdasarkan Struktur Organisasi

Mardjono Reksodiputro mengembangkan tipologi berdasarkan struktur organisasi yang mencerminkan tingkat sofistikasi operasional. Pengedar individual beroperasi secara independen dengan struktur organisasi yang minimal dan ketergantungan pada kemampuan personal. Pengedar berbasis jaringan beroperasi dalam jaringan informal dengan pembagian tugas yang fleksibel dan sistem komunikasi yang sederhana
.

Pengedar berbasis organisasi beroperasi dalam struktur hierarkis yang formal dengan pembagian tugas yang jelas, sistem keamanan yang berlapis, dan mekanisme pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Struktur organisasi ini memungkinkan efisiensi operasional yang tinggi tetapi juga menciptakan kerentanan sistemik jika bagian kunci dari organisasi dapat diidentifikasi dan ditangkap oleh aparat penegak hukum
.
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